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NOMOR  14  TAHUN 2012 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN  

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 
Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan pencegahan dan 

penanggulangan bahaya kebakaran telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran; 

 
  b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

peraturan teknis pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan serta 
untuk efektivitas dan efisiensi pengaturan dan 
penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Bandung, 
ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2918); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1018) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Taun 2008 Nomor 4884); 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

8. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5025) ; 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
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12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5188); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3318); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1988 tentang  
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3372); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
378/KPTS/1987 tentang Petunjuk Perencanaan 
Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya 
Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis 
Pembangunan Rumah Susun; 

20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas 
pada Bangunan Umum dan Lingkungan; 

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara; 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Persyaratan 
Gedung; 

 
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem 
Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan; 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 
Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam 
Kebakaran di Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung 
Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan 
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat 
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 
2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 
Nomor 29 Seri D); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 
2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 17 ); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 19);  

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di 
Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 
Nomor 3). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG 
 

dan 
 

BUPATI BANDUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR     
7 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN. 

  
 

 
PASAL I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 7) diubah sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 39 ditambah 2 (dua) 

angka yaitu angka 40 dan angka 41 sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat 
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bandung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. 

5. Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang di bidang 
penanganan masalah kebakaran di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang 
berwenang di bidang penanganan masalah kebakaran 
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bandung. 

7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 
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8. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang 
peruntukkannya untuk tempat tinggal orang dalam 
lingkungan permukiman baik yang tertata maupun 
tidak tertata. 

9. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang 
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa 
fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi 
sosial dan budaya. 

10. Bangunan pabrik adalah bangunan yang 
peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan 
kerja untuk produksi termasuk pergudangan. 

11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan 
penumpang yang diperuntukan untuk melayani 
masyarakat umum. 

12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan 
yang khusus diperuntukan untuk mengangkut 
Bahan Berbahaya. 

13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan 
atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, 
korosif dan lain-lain karena penanganan, 
penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya 
dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, 
peralatan dan lingkungan. 

14. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya 
Pengamanan terhadap Kebakaran dilakukan sebelum 
terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem 
organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta 
tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi 
dampak kebakaran serta segala upaya yang 
menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang 
diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan 
penyelenggaran pembangunan gedung termasuk 
dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan 
bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan 
bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran. 

15. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya 
yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang 
menyangkut tata laksana operasional pemadam 
kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, 
kewenangan-kewenangan untuk memperlancar 
pelaksanaan pemadam kebakaran. 

16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat 
kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat 
pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas. 

17. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya 
kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan 
terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan 
panas rendah, sehingga penjalaran api lambat. 
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18. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya 
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan 
terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua 
setengah) meter. 

19. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya 
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan 
terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) 
meter. 

20. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman 
bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan 
kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan 
panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat 
apabila terjadi kebakaran.  

21. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya 
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan 
terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta 
penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran. 

22. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya 
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan 
terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat 
tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila 
terjadi kebakaran. 

23. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang 
terdapat pada bangunan yang digunakan untuk 
menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana 
lain. 

24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau 
sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung 
yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan 
unit pemadam ke dalam bangunan. 

25. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem 
perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari 
kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung. 

26. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah 
bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan 
keselamatan penghuni bangunan gedung dari 
kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi 
proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan 
siap pakai. 

27. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk 
memadamkan kebakaran yang mencakup alat 
pemadam api portable dan alat pemadam api yang 
menggunakan roda. 

28. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk 
memberitahukan kebakaran tingkat awal yang 
mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm 
kebakaran otomatis. 

29. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah 
sistem pemadam kebakaran yang berada dalam 
bangunan, dengan kopling pengeluaran 2 ,5 (dua 
setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.  
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30. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar 
bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 
(dua setengah) inci. 

31. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem 
pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana 
temperatur ruangan mencapai suhu tertentu. 

32. Sistem Pengendalian Asap  adalah suatu sistem alami 
atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan 
asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai 
batas aman  pada saat kebakaran terjadi.    

33. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan 
masyarakat terhadap Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran. 

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian 
alat pemadam kebakaran untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengolah data dan atau 
keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran.   

35. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai 
ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar 
sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai. 

36. Bangunan menengah adalah bangunan yang 
mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 
(lima) lantai sampai dengan  8 (delapan) lantai. 

37. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai 
lantai dasar sampai dengan  ketinggian dari 
permukaan tanah sampai dengan ketinggian 
maksimum 8 (delapan) lantai. 

38. Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) adalah setiap 
orang yang secara sukarela berprakarsa untuk 
mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.   

39. Sertifikat layak pakai dipergunakan untuk peralatan 
pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang 
hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah 
pengujian alat oleh petugas. 

40. Bangunan Vital adalah bangunan yang mempunyai 
kerentanan tinggi terhadap bahaya kebakaran. 

41. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik 
bangunan yang secara fisik, teknis, arsitektur, lokasi, 
dan lingkungan sekitarnya, menyebabkan 
mempunyai kemampuan rendah dalam menghadapi 
bahaya kebakaran. 
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 ayat 
(1) berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 6 

 
(1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung 

didasarkan pada : 

a. ketinggian; 

b. fungsi ; 

c. luas bangunan; 

d. isi bangunan; 

e. kerentanan; 
 

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10, disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

 
(1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan 

pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan 
sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus 
terlebih dahulu mendapat rekomendasi Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan 
oleh petugas yang berwenang. 

 
(1a) Rekomendasi yang dimaksud pada ayat (1) diberikan 

pada saat proses memohon Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan pada saat proses Sertifikasi 
Laik Fungsi (SLF). 

 
(2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak 
terdapat ketentuan–ketentuan yang belum dipenuhi, 
Bupati dapat memerintahkan untuk menunda 
dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan 
sampai dengan dipenuhinya persyaratan teknis 
proteksi kebakaran. 

 
4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan satu 

ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 13 

 
(1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang 

memasang, mendistribusikan, memperdagangkan 
atau mengedarkan segala jenis sistem proteksi 
kebakaran harus mendapat Rekomendasi Teknis 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.  
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(2) Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di 
bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, 
pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan 
kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian 
keselamatan kebakaran. 

 
(3) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini dilakukan berlaku 2 (dua) tahun 
dan dapat diperpanjang atau diperbaharui. 

 
(3a) Sertifikasi yang dimaksud ayat (2) dilaporkan berkala 

2 (dua) tahun sekali. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan 
tata cara mendapatkan sertifikat keahlian 
keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
5. Ketentuan Pasal 15, ditambah 1 (satu) ayat, yakni      

ayat (3), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 15 
 

(1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan 
lingkungan bangunan yang mempunyai potensi 
bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam 
mencegah kebakaran. 

 
(2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan 
wajib menyediakan : 

a. sarana penyelamatan jiwa; 

b. akses pemadam kebakaran; 

c. sistem proteksi kebakaran; 

d. manajemen keselamatan kebakaran gedung. 
 

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 
bangunan vital; 

 
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 

ayat (1) berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 34 
 

(1) Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna 
bangunan gedung, yang mengelola bangunan 
gedung dan/atau beberapa bangunan gedung yang 
berada dalam satu lingkungan bangunan yang 
mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, 
sedang III dan berat atau jumlah penghuni paling 
rendah 500 (lima ratus) orang wajib membentuk 
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. 
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7. Pasal 56, dihapus. 
 

8. Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 63A 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran, dinyatakan masih tetap berlaku. 

 
PASAL  II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. 
 

 
 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 7 Mei 2012 
  
 BUPATI BANDUNG 
  
 ttd 
  
 DADANG M. NASER 
  
  
Diundangkan di  Soreang  
pada tanggal  7 Mei 2012 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG 

 

  
ttd  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2012  NOMOR 14 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
ttd 

 
DADE RESNA,SH 

Pembina Tk. I 
NIP. 19621121 199202 1 002 
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